
LEMBARAN DAtr]]AH
IL\BUPATtrN DAEITAH TINGIilIT II KAMPAR

P E RATURAN DAERAH I(ABUPATEN I{AMPAR
NOMOR: 12 TAHUI\  1999

TENT,q,NG

HA.K TANIAI.I LIL$VAT

DENGAN RAHMAT TUI{AN YANG MAHA ESA
BUPI\'ii II |."AMPAR

bahlua kesatuan-kosatuan masyarakat hukum. aiat di Daorah
Kabupaten Kampar, tumbuh dan berkembang secara turun
temurun selama' berabad-abad sepanjang soJarah telah
momberikan sumbangan yang cukup sangat berharga bagl
perJuangan kemerdekaan dan kelangsungan dlsegala aspek
kohldupan bermasyarkat, borbangsu dun biernegara-, memellki
bermaiam ragam harta pusaka diantaranya Tanah ulayat yang
turun tomurun dipelihara koutuhannya dan dlmahkatkan bagl
penlngkatan keseJahtoraan warganya secara merata;

bahwa dengan masih belum lengkapnya porapgkat perundang-
undangan yano mongatur pelirksanaan dari Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tontang pcraturan Dasar pokohpokok
Agraria, sehingga menimbulkan borbagai pormasalaharr Tanah
Ulayat khususnya di Wilayah l(abupaten Kampar, sehingga
perlu upaya-upayo poncegalranrrya dimasa mendatiang;

bahwa untuk moloksonol<an lral-hal tersebut diatas, perlu
ditetapkan Peraturan yang m,)ngatur tonlang Tanah (Jlayat
dalam Wilayah Kabupatcn i(:.inpar ytng ditetapl<on dalarn
Peraturan Daorai i .

Pasal 33 ayal(3) iJ,rdan!-u,';:.1..; 'r,; Das:.:, ' 1945 ;

Undang-undang Nomor 12 Tahtrn 1gs6 tontang pembontukan
Daerah Qtonom Kabupaton dalam llngkungan Daerah Proplnsl
sumatora Tongah ( Lombaron ltkgara Tahun 19s6 r'rornor 25 ) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-poko!< Agraria (Lembaran Negara Tahun '1960 Nomor
104, Tambahiir  Lernbara:r N,rgara ir lomor 20a3);
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4. Undang-undang Nomor 5 l 'ahun 1967 tontang Ketentuan-
ketentuan Polcol< Kehutanan ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 199 Nomo!' 60, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3839 ) ;

11

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perl indungan Flutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 3 Tahun 1gg7 tentang
Pomlrsrdayaan dan Polostarlarr serta pengembangan Adat
lstiadat, Kebiasaan-lcebiasaan rnasyaral<at dan Lembaga Adat di
Daerah: \

Peraturan Mentorl Negara Agrarla / Kopala BpN Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewgnangan pomberian dan
Pembatalan Keputusan dan Pornberian hal< atas tanah.

Pejraturan Menter! Agrarla/Kep;ara Badan pertanahan Naslonal
Nomor 5 Tahun 1999 tontang podornan ponyelosaian Masalah
Hak Ulayat Masycrralcat  Hul<urn , {dat.

Keputusan Menter i  Dalam Nogori  Nomor g4 Tahun 1gg3 tentang
Borrtul< Poraturan Daerah dan peraturan Daorah perubahan ;

Instruksi Monteri Dalarn Nogori Nomor s rahun lggg tentang
Potunjuk Polaksanaan Poraturarr Mentori Dalam Negeri Nomor 3
Tahun i 997 tontang Pernberdayaan dan petestarian serta
Pengombangan Adat lstiadat, t<.sbiasaan-keblasaan masyarakat
dan Lombaga ,A.dat di Daerah ;

Peraturan daorah Kabupaten Daerah ringkat l l  Kampar Nomor 6
Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten
Daerah Tingkat l l  Kampar.

Dowan Porwakilan Ralryat Daerllr Kabupaton Dasrah rlngkat l l
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MEi\XUTUSKAN ]

PERATURAT{ DAERAH }GBUPATEN I(AMPAR TENTANG

HAK TANAH UI-AYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

laiam Peraturan Daerah lnl yang dlrnai<sud dengan :

a Daerah adalah Daerah Kabupalon Kampar;

: PsrnerinLah Daorah adalah Kepala Daerah besorta perangkat Daerah Otonom
yang lain sobagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kampar. r

: Bupati Kopala Daerah adalah Bupati Kopala Daorah Tingkat l l  Kampar;

: Dor.re.n Ponvakilan Rakyat Dae:' ' ;!^r adalah Badan Logislatif Kabupatorr Kampar ;

:  Desa atau yang disobut dongan nama lain l ;e lanjutnya disebut 'Desa adalah
Kosatuan Masyarakat hukum yang momil ik i  kowenangan untu?. mengatur dan
mongLrrus kopont ingan masyarakat setompat berdasar lcan asal-usul  dan adat
ist iadat sotampat yang dlakui  dakan slstorn pc'morlntahan naslonal  dan berada
Ci Daorah l (abupaten:

'  Kelurahan adalah suatu wi layah yang di tompat: i  o leh sojumlah penduduk yang
^lempunyai organlsasl pemerlntahan torendah langsung dlbaurah Camat yang
:"  :ax borhal< nronyolonggarakan rumah tanggarrya selndir i .

. l  ' r r ' ;5. : . 'a<at Adat adalah Suatu kosatuan masyi l rakat hukum adat yang momil ik i
- : - !  u layat socaia turun tomurun di  Daoralr ,  borbontuk porsukuan, nagar i ,
:e ' :at inan, dosa, koponghuluan dan kampung ;

- :ak Tanah Ulayat adalah morupakan salah satu harta milik borsama suatu
^^,asyaralcat adat, yang mencal<up suatu kesatuan wilayah berupa lahan
lsr tanahan, tumbuhan yang hldup secara l lar  dan binatang yang hidup l iar
F 4+^F^\ ' . r  .

e oroJr ryo I

(orapatan AcJat adalah suatu v/adah atau orllanlsasl porsldangan para nlnlk
namak atau warga yang dltuahkan dan dllaularlanl socara turun tcmurun dalam
suatu nrasyaralcat  adat :  '
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Pomangku Adat (  Ninik Mamak, Bat ln )  adalah orang yang dinobatkan atau
diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan
alau kaumnya sondiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan socara sah oloh
persekutuannya sesuai  dengan hukum adat setompat.

Penghulu suku atau Pemangku Adat lang menguasai Tanah Ulayat adalah Para
Penghulu suku yang memogang Hak ranah Ulayat masing-masing.

Adat lstiadat adalafi ketentuan atau norma-norma yang bertaku dalam suatu
persekutuan Hukum Adat yang mempunyai  sanksi  adat .

Hukum Adat adalah kotentuan atau norma-nornra yang ber laku dalam suatu
persekutuan hukum adat yang mempunyai  sarrksi  Adat c l i  Kabupaten Kampar.

Wjlayah adirlah Wllayah kokuasaan alaupurr tanoh yang melrpakan wilayah
yang dikuasai masyarakat persukutuan eks l, lagari, Korajaan/Desa, Kelurahan
yang tolah lda sebelum ber lakunya Undanl; -undang nomor zz tahun l  ggg
tentang Perr  or intahan Daerah.

BAB I I
HAK TAN,qH ULAYI.T

Pasal 2
i-Jak Tanah Ulayat dan Hak-hak serupa dari Vlasyarakat-masyarakat Hukum
Adat sepanjang Hak tersebut menurut kenyataannya rnusih ada, harus
sedomikian rupa manurut kotontuan Hukum Ada' tyang ber laku dlset iap tempat,

;ungsi  Hak Tanah Ulayat adalah untuk meninl ;katkan kesejahteraan anggota
rersol<utuan dan maiyarakat yang bersi fat  sosial  ,can ekonomls.

Pasal  3

dongarr  maksud Pasi l l  2 Poraturan Daorarr  in i ,  dapat di lakukan sobagai

Agar tanah ulayat monjzrdi  produlct i f  dapat dibtr ikan hak pola kemitraan pacla
Pihak Kot iga,
Jntuk mornor luhi  maksud ayat (1) pasal  in i  d i l ; rkukan musyawarah pomangku
adat sotompat dan anggoba porsekutuan rnirsyarakat adat sesuai  dongan
kotoniuan hukum adat sotempat.
KosepaRatarr  kedua bolah pihak dibuat di  l ractapan Pojabat yang berwonang
untuk molalcukan por janj lan-perJanj lan sebag:r imana dimaksud pada polnt  a
i ia Las.

I
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=. Porbuatan borupa mentelantarkan atau t ldak memanfaatkan Ha!< Tanah
I  I I - . ,^ l  k^ '+,  , . ,  ,3 r . , - .  , .  -^ l - - -  

.urayar oenurut-turut selama 3 (Uga) tahun yang dilakukan oleh pihak-pifrak
sobagaimana tercantum pada pasal Inl, dih;onakan sanksi adat berdasarkan
Hukum Adat yang berlaku berupa pencabutan hak untuk penggunaan atau
pemanfaatan Hak Tanah Ulayat dan dapat <liberikan sanksl tambahan sesual
dongan kotentuan hukum adatyang bsrtaku.

Pasal 4

=a-: ,angku Adat momogang atau menguasai  Tanah Ulayat t idak dapat
t ;k t ,^  ^ ^.^.  .-=:rgarrnr(an aulu molepaskan haknya'kopada pihak la in kecual l  te lah di tentukan

:: 'sanla berdasarkan musyelwarah persekutuan adat sesuai adat ist iadat setempat.

BAB.I I I
TATA CARA PENGGUNAAI{ DAJ\ KEPEMILIKAN

TANAH UI-AYA'I' :\

Baglan pertama
KERAPATAN ADI.T

Pasal  5

' ierapatarr Adat nrorupakan safu-satunya lombaga pormusyawardtan tertinggi adat
'ang mongatur tentang ponggunaan dan atau pemanfaatian sorta peminOanan
ianqmil ikan Tanah I  l lprrar

I / 'etotapan Korapatan Adat morupakan suatu hasil kosophkatan musyawarah:eisan' ta soluruh anggota Korapatan Adat.

' 'etetapan Korapatan Adat sobagalmana tsrsobut pada ayat (z) merupakan suatu::etentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat.

. Bagian Kodua
KEPEMILI}GN TANAH ULAYAT

Pasat 6

-a< Ponguasaan Hak Tanah Ulayat dlbuat alas nama Golar pemangku Adat yang:e' :ak untuk i tu sssuai  dongan kotontuan Hulcum Adat setompat.

Flal< Kopomil ikan Tanah Urayat diprosos sosuai  dongan ketentuan yang
2 S::r l<asi
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.  Baglan Kot iga
LARANGAN

asal 7

l i iarang momindahkan hak Koporni l ikan Tanah tJ layat kecuat i  untuk kepent ingan :
: .  Ponrbangunan dl  Daerah.
:  Ksl-rondal< borsama seluruh warga masyarrrkat  adat bordasarkan ketentuan
:;krrm adat yang bor laku.

=engecual lan sobagalmana
(eraDatarr  Adal .

Bagian Koompat
PENGAWASAI{

:

tersobut pada ayat (1),  harus berdasarkan ketetapan

Pasal  B

3e: a:  Pomangku Adat dan warga masyaralcat
:3-3a,, .asan tor l radap penggunaan dan koponr i l ikan

' :
adat,  berkewaj lban molakukan

fanah Ulayatnya.

BAB I I I
TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI I )ENGHULU.SUKU

Pasal 9

-**: . :  =enghulu S - tkt t  adalah monyolonggaralcan pomorlntahan,.kesoJahtoraan danJ: j f , - : - : :  d idalam nasing-masing porsokufuan dibic iang htrkurn adat.

Pasal  10

:gl . ru lu Sul<u adalah:

^ lu Por lor intatr  dalanr bidang konrasyaral<atarr

-s,  nronoatur urusan dalam hukum adat.

-3,  nrongaiur kotontuan dalanr hukum acjat ,  tornadap hal-hal  yang
;,<ut tcnah ulayat dalqm porsokutuan, guna koporr t ingan keperdalaan adat
a;r  hal  adanya persengkelaan atau perkara adat.

: .e rrontol ihara dan momanfaat lcan tanah tr layat untuk kosojahtoraan anggoia
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Pasal 1 1

, ' .  : . ! 'enang Ponglrulu Suku adalah :

'  Morrgatutr  dan monobapkan pombaglan tanah ulayat untuk anggota
porsol<utuan molalul  musyawarah.

lv4onrbor ikan rokomondasi  tor tu l is  dalam hat adanya pongal ihan at jau
pelopasan hak ulayat kopada pihak kot iga borupa Hak Guna Usaha atau Hak
Pakai  sosuai  dongan kotontuan Adat setonrpat.  Bagi  Pemegang Hak Guna
Usalra dan Hak Pakal ,  J ika sampai jangka vraktunya, maka hak tanah
tersobut kembal i  kopada Hak Tanah Ulayat dan penggunaan selanjutnya
i tarus di lakukan bordasarkan persetujuan baru dar l  masyarakat Hukum adat

.  yang bersangkutan, sesuai  dengan ketentuan di  dalam Peraturan Menter i
Agrar i r ' r  l (opala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tonlang Pedoman Penyelssaian
l".,1asalah Hat< Ulayat Masyarakat Hukum P,dat, Pasal 4 ayat \2). pengalihan
ataut Polopas.an l lak Tanah Ulayat kepadir anggota persokutuan adat tetap
momborlakukan ketentuan Hukum Adat setempat ( Adai diisi, Llmbalo
di tuarng ) ,

i r , lonrber i lcan sanksi  socara adat borupa l roncabuLan hak menggarap, bl la
iornyata tanah tersrtbut di tor lantarkan bsrturut- turut  selama 3 ( t iga) tahun
cleh anggoia porsekutuan.

i" tondaf tarkan Lanah Ulayat yang mas i f r  ada dl  Kantor Pertanahan
Kabrrpatcn Kampar.

Pasal  12

*- : - -ga: ' r  antara Ponghulu Suku dongan
=='=-: ia:nyo mel lput l  I  ,

Camat,  Kcpala Dosa/Kelurahan boserta

r - i r - rbtrngan l<orJa ponghulu suku dongan Camat,  Kopala Dssa/Kolurahan
:orsi fat  l (orrsul tat i f .  

i

3 i la dianggap por lu Camat,  Kopala Dosa/Kol t r rahan dbpat msmborikan
saran pcrndapat sorb p€rj€lasan tang diperr lukan.

Ccnrat,  Kopala Dosa/ l (o lurahan borkovraJlban mombantu mcnogal{ l ia; ' r
. reputusan ponghulu suku, sopanjang t i rJak bortontangan dongan aturan
lorundang-undangan yang ber laku.

,7\



f tup6t i  Kepala Daerah merupal€n pongayom bagl  Nlnl}< Mamak dan menlpunyal

rruhnrngan korrsr . r l tat i f  dan pombinaan torhadap per lcembangan Httkulniadat '

Pasal 1 3

BABTV
I(ETENTUAN I-AIN

Pisal  14

f i i$ Pada saaj  murlai  bor la l lunya Poraturan Daorah in i ,
yang dalanl  proeo$ Pel lgal lhan koperni l ikannya ,
ketontuatr  Perundang'undangan dan hukum adat

i
terhadap seluruh Tanah UlaYat
akan cl i tor t ibkan sssuai  dongan
yang ber lakui

, ro Fensrt iban sobagaimana torcantum pada ayat (1),  akan diselesaikan pal ing

lambat selama .3 ( t iga) Tahun torhl tung sernenJak diber lakukannya Peraturan
Daerah in i ,  r r ro l iput i  l<ogiatan-koglatan I  ,  ,

a. lnvsnr.ar isasi  Tanah Ulayat masing-masing nrasyarakat adat di  Daerah.
i ,

b. Sortif ikasi dan atau pemutihan kopemilikan Tanah Ulayat torsebur,

Pasal 15
i

W1 Elerdasar Surat Keputusan Kepala Daorah, dibontuk Ba{an Penyelosaian

- permasalahan dan PemuUhan :Tanah Ulayat Daeralr,  yang bertugas
rnelal<s..rr ' ral<an ponort iban sebagaimana torcantum dalam Pasa;l  14.ayat (2).

W$ Susunan l<oanggoatan Badan Ponyolesaian Parmasalahan dan Ppmutihan
Tanalr  Uiayat Daerah sebagaimana tsrcantum pada ayat (1),  tqrdl i r i  dar i  :

a. Plhal< Penter lntah Daorah,

b.  Penranglcu Adat dan Tokoh Masyarakat Adat.
1,,
t ,
! :

i ;
i lr i

: :
, i

; l
I .

l l

l l
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BAEI V
I(ETENTUAAI PENUTUP

i

P'asal 1G
:

ttd

-

tekhnis
setelah

Hal-hal yang borum draturdaram peraturan Daorah int sopanjang meng€naipelaksanaannya akan diatur febrh. iranJr"it dengan xipu[usin; sripaumomporhatikan saran dan;pendapat Lcimbaga Koripatan {di; i ; rpr, .
i

,Pasal  17

mulai  bsr laku pada tanggal  d iundangkani
. : . '

orang dapat moimongotalr u.lnya menr orlntahl<an. peng ur ndan ganr rvqr tv9t  IInl i iengan me.nompatkannya dalanr Lembaran Daerah

Ditotapkan di  Bangkinang
pada tanggal  1S . l iu l l  1g9g

BUpATt r<efr4pAn
:

Trd

BENG SABLI

i
t .
l l

Poi 'aturan Oasrnh in i

Agar sot iap
Perdturan Daorah
[(abupaton l (ampar.

Dlundanl lkan dl  Bangktnang
pada tanggaf 28 pobruarl 20ClO

SEKRFTARIS DAERAH

SYAWIR I{AMID
PEMBINA TK I  NIP. O7OOO5712

Lembaran Doerah Kabupaterr  Knrnpar
Tahurr  2O00 Nomor 1

i


